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BAB V 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Gorontalo Nomor perkara 153/Pid.B/2015/PN.Gtlo yaitu analisis dasar 

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas  tindak pidana pembunuhan, 

maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut : 

a) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan 

No : 153/Pid.B/2015/Pn.Gtlo memiliki dasar pertimbangan bahwa 

unsure-unsur  perbutan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti yang 

mana dalam dakwaan kesatu primair yang terpenuhi dan dinyatakan 

terbukti adalah unsur “barang siapa” semetara unsur lainnya tidak 

terpenuhi dan tidak terbukti. Dalam dakwaan kedua priamair yang 

terpenuhi juga hanya unsur “barang siapa” seperti pada dakwaan yang 

pertama. Sedamgkan unsur-unsur lain dalam pasal yang di dakwakan 

dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terpenuhi dan dinyatakan 

tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. 

b) Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan terdakwa dengan 

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

pembunuhan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dengan putusan bebas. Putusan Pengadilan Negari no 
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153/Pid.B/2015/PN.Gtlo telah memenuhi kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan hukum, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh salah satu 

majelis hakim, bahwa ada kepastian dalam kasus ini yaitu nbahwa 

hakim menyelesaikan kasus ini berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, untuk keadilan, keadilan memang sangat 

subjektif, hakim menilai bahwa putusan ini telah adil untuk terdakwa 

maupun jaksa, Hukum yang baik adalah hukum yang membawa 

kemanfaatan bagi masyrakat. Kemanfaatan hukum sangat berguna, 

khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati 

hukum tanpa perlu di paksa, apabila memang masyarakat merasakan 

manfaatnya. 

2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

a) Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsure-unsur 

perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut kepada terdakwa harus 

objektof dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam 

persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya  akan di gunakan 

sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. 

b) Putusan hakim harus berisi keseimbangan atara kepastian hukum dan 

rasa keadilan dalam masyarakat. 
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c) Hendaknya hakim dalam memutus perkara atas suatu keajahatan yang 

luar biasa berat dan serius lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam 

rangka memberikan keadillan bagi pencari keadilan. 
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